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Tabel 1: Pencari Kerja dan Lowongan Kerja

Pencari Kerja

Lowongan Kerja

Perbandingan
Pencari Kerja/

Jumlah % Jumlah % Lowongan Kerja
Manufaktur dan
0 0
pengolahan 385 1,5% ek S 1,1
Teknologi Informasi 2.136| 8,5% 125 11,2% 171
1 (0] [0)
Konstruksi 347 1,4% 37 3,3% 9,2
Keahlian Teknik 1.750( 7,0% 12 1,1% 145,8
Pertambangan -l 0,0% 9 0,8% 0
Pertanian -1 0,0% 18 1,6% 0
Jasa 8.407| 33,5% 551 49,2% 15,3
1 [0) 0
Sl 543 A2 0 e Tidak ada lowongan
Seni/ Media 1.661| 6,6% 28 2,5% 59,3
Tidak mengisi 9.864| 39,3% 30,4%
25.088 1121
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Salah satu kegiatan dalam pencarian
informasi kebutuhan dan penyediaan tenaga
kerja memperlihatkan:

Terjadi ketidakseimbangan
antara jurusan pencari kerja
dengan kesempatan kerja
yang ditawarkan

Di sektor jasa, manufaktur dan
pengolahan, dan teknologi
informasi belum dapat dijawab
dengan baik oleh pencari kerja.

Sementara, kesempatan
kerja di bidang pertanian
tidak ada “peminat”

Sumber: Data November 2016. Sumber dari www.topkarir.com situs pencari kerja, pelatihan, dan pemagangan.

Kurangnya kompetensi pekerja menyebabkan ketidaksepadanan (mismatch)



DAMPAK BURUK DARI JOB SKILL MISMATCH D 4
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e Upah dibawah standar (untuk yang overqualified),
kepuasan kerja menurun, pencarian kerja dan
risiko untuk tidak bekerja meningkat

Pekerja

e Menurunnya produktifitas dan pertumbuhan
Perusahaan perusahaan

e Sumber daya manusia yang tidak teroptimalisasi,
tunjangan pengangguran yang lebih tinggi dan
hilangnya pendapatan pajak penghasilan
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Vertical: terkait dengan over Vertical: terkait dengan over
atau undereducation atau underskilled
Horizontal: terkait dengan Horizontal: terkait dengan

bidang studi jenis-jenis keterampilan

International Conference on Jobs and Skill Mismatch, Mei 2017, ILO Geneva
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IMPLIKASI DARI JOB SKILL MISMATCH

Surplus Human Capital

Overeducation: Situasi dimana tingkat
pendidikan seorang pekerja lebih tinggi dari
yang dibutuhkan oleh pekerjaannya

OversKilling: Situasi dimana tingkat
keterampilan seorang pekerja lebih tinggi
dari yang dibutuhkan oleh pekerjaannya

International Conference on Jobs and Skill Mismatch, Mei 2017, ILO Geneva

Undereducation: Situasi dimana tingkat
pendidikan seorang pekerja lebih rendah
dari yang dibutuhkan oleh pekerjaannya

UndersKilling: Situasi dimana tingkat
keterampilan seorang pekerja lebih rendah
dari yang dibutuhkan oleh pekerjaannya



3 cara mengukur vertical mismatch melalui pendidikan
(over/undereducation)

Subjective method

Berdasarkan penilaian dari pekerja
sendiri untuk mengukur tingkat
pendidikan yang dibutuhkan untuk
mendapatkan dan melakukan
pekerjaan tersebut

1 cara untuk mengukur horizontal mismatch

International Conference on Jobs and Skill Mismatch, Mei 2017, ILO Geneva




_______ BAGAIMANA MENGUKUR JOB SKILL MISMATCH =

Job skill mismatch Keterampilan

International Conference on Jobs and Skill Mismatch, Mei 2017, ILO Geneva
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QUALIFICATION MISMATCH

- Selected developing countries

Bappenas
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SITUASI TERKINI: PASAR TENAGA KERJA



KEBERHASILAN LULUSAN DI PASAR TENAGA KERJA
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PERTUMBUHAN TENAGA KERJA RATA-
RATA PER TAHUN. Lulusan sekolah
menengah semakin rendah tertampung
dalam pasar kerja .

PENGANGGUR TERBUKA. Meski secara
nasional sudah menurun (TPT 5,6%, dan
jumlah penganggur 7,0 juta), TPT lulusan
SMK masih tinggi yaitu 11,8 %.

30% PENDUDUK BEKERJA PARUH
WAKTU. Sekitar 34 juta pekerja merupakan
pekerja tidak penuh dengan jam kerja rendah
dibawah 35 jam/ minggu. 12 juta
diantaranya berusaha mencari pekerjaan.

Keterbatasan kompetensi berdampak kepada
tingginya tingkat penganggur usia muda (15-
24 tahun), mencapai 19,5 %.

Sumber: Diolah dari Sakernas, BPS
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Gambar 1: Pertumbuhan Tenaga Kerja rata-rata per tahun

Gambar 2: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
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Gambar 3: Pekerja Tidak Penuh menurut
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KESEMPATAN KERJA FORMAL TUMBUH MELAMBAT

SEGMENTASI SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL. Meski

tren tenaga kerja membaik, tetapi 60,0% (sekitar 70,0 juta)

pekerja masih berada di sektor informal. Sektor formal

tumbuh melambat dalam 3 tahun terakhir.

Dinamika pasar tenaga kerja menyebabkan tingginya
ketidakpastian pekerjaan, serta besarnya angka PHK,

terutama di sektor industri manufaktur.

Gambar 10 : Kontribusi Investasi (PMTB) Terhadap PDB Dan Penyerapan Tenaga Kerja Formal
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(dalam juta)
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Ganbar 4: Proporsi Pekerja dan Pertumbuhan Formal dan Informal
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2006
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2009
2010

2011
2012
2013
2014
2015

Sektor Jasa dan

Lainnya*
2010-2015 2.7 8.66
2005-2009 -0.4 3.4
2001-2004 -0.8 0.4
1992-1997 1.9 6.2

* selain Sektor Pertanian

2016
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Kesempatan Kerja Informal

Kesempatan Kerja Formal

Pertumbuhan KK Formal
per tahun (persen)

e Pertumbuhan KK Informal

-10

per tahun (persen)

Investasi yang besar
diperlukan untuk menjaga
keberlanjutan transformasi
struktural menuju negara
berpendapatan tinggi

Fokus kepada perbaikan
seluruh lini lintas sektoral,
mengatasi kendala yang
menghambat daya saing
dan penciptaan kesempatan
kerja secara simultan.



(2) MENDORONG INDUSTRI MANUFAKTUR 5
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Industri Manufaktur merupakan
Pendorong Pertumbuhan dan Gambar 8: Proporsi PDB terbesar
Kesempatan Kerja

Gambar 9: Proporsi PDB dan Tenaga Kerja

PDB Tw Il 2016

Distribusi Terbesar
= Potensi industri manufaktur untuk

menciptakan kesempatan kerja yang
baik (decent job), sangat besar.
PDB dan Kesempatan Kerja

= Mempekerjakan 13,3% pekerja (15,5
juta orang),

* Menyumbang 19,9% terhadap PDB.

* Menampung 66,2 % pekerja formal

H PDB
Pekerja Formal

m Pekerja Informal

Gambar 10: Produktivitas Pekerja

dengan gaji tetap. Produktivitas (PDB/TK) Gambar 11: Pertumbuhan Produktivitas Rata-rata
140,000,000 126676162 per tahun (%)
120,000,000
» Produktivitas tenaga kerja sektor 28888888 574285 l 2000 SR [Felsin | Mardeaeise Lainnya
industri manufaktur mencapai sekitar 40,000,000 31112898. 2005
2X produktivitas nasional. 20,000;988 _ . I . = 2010 2000-2005 3,06 4,83 7’01 0’21
. . > 2 m2015
» Meski pertumbuhan produktivitas @Q\Q’ &y %@3’ &Q@ 2010-2015 7,01 3,15 2,98 1,71
menurun, tetapi masih lebih tinggi dari N & &%Qo %%\
sektor perdagangan dan jasa. Q¢ A

Sumber: Diolah dari Sakernas, PDB Nasional-BPS 13
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(3) MEMBERI PERHATIAN KHUSUS KEPADA INDUSTRI PADAT KARYA D 4

Kementerian PPN/
Bappenas

Industri Padat Karya efektif
dikembangkan untuk menampung
Jutaan Penduduk yang butuh
pekerjaan.
v' Menampung penganggur dan
setengah penganggur.

v" Memperkecil kesenjangan dan
mengangkat penduduk dari
garis kemiskinan

» Industri padat karya dapat

memenuhi kebutuhan dalam negeri

dan memperluas pasar ekspor,
serta daya saing produk global.

= Nilai tambah industri padat karya
meningkat (1,5 kali lebih besar dari

industri padat modal pada tahun
2015)

» Tenaga kerja industri padat karya

menampung lebih dari 12 juta

tenaga kerja. Jumlah pekerja 8 kali

dari padat modal

Gambar 12: Nilai Tambah dan Tenaga Kerja Industri
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Gambar 13: Pertumbuhan Elspor Indonesia
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Negara ASIA: Tiongkok, India, Bangladesh dan Vietnam

Gambar 14: Jumlah Tenaga Kerja di Beberapa Industri Padat Karya skala Besar, Sedang, dan Kecil
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PILIHAN INDUSTRIALISASI

Industri domestik sebagai basis pertumbuhan dan industri berorientasi global sebagai penyedia lapangan kerja *"

STRUKTUR INDUSTRI SKALA BESAR DAN SEDANG - 2014

120,00 Bahan Baku Impor

(%)
Industri Dominasi Impor

100,00

80,00

-20,00

Industri Berbasis Domestik

@ Tenaga Kerja

Industri "footloose"

Produk Ekspor (%)

120,00

Industri Berbasis Pasar Global

Bahan Baku Impor (%)

Industri Dominasi Impor

Industri Berbasis Domestik

90,00

Industri "footloose"

100,00

Industri Berbasis Pasar Global

120,00

Produk Ekspor (%)

Industri Dominasi
Impor

1 subsektor

0,4 % Tenaker

0,2 % VA

#331 - Jasa Reparasi
Produk Logam
Pabrikasi, Mesin Dan
Peralatan

Industri ‘foot loose’
5 subsektor

2,4 % Tenaker

1,7 % VA

#261 - komponen dan

papan elektronik
#264 - peralatan audio
dan video elektronik

Industri Domestik
31 subsektor

47,0 % Tenaker
69,1 % VA

#120 - pengolahan
tembakau

#222 - barang dari plastik
#131 - pemintalan,
penenunan

#201 - kimia

#104 - minyak makan

A
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DIPERLUKAN AKSELERASI KOMPETENSI PEKERJA SEKTOR INDUSTRI >
Gambar 22: Persentase Pekerja Industri . Gambar 23: Pekerja Sektor Industri
=
—— 60% - = UNSKILLED
2520 40% SEMI-SKILLED
I — R 1 20% - = SKILLED
% (et E . . N N N N E = J

20052006200720082009201020112012201320142015

— n — 6,01% - . : :
Tabel 2: Tingkat Keahlian Pekerja Industri

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sektor Industri

~*~ SMP ke bawah ™ SMU/SMK ~ Diploma/Universitas Tingkat

Keahlian Rata-rata

2005 | 2015 | perubahan/ tahun

Sumber : Diolah dari Sakernas, BPS
Skilled /prof 0,9% 4,3% 0,45%

Semi-Skilled | 11,5%| 10,5% -0,19%

e Industri membutuhkan banyak tenaga produksi untuk meningkatkan nilai tambabh.

* Tenaga produksi masih terbatas berkisar 11,0 juta tahun 2015, atau kurang dari 10% total
pekerja.

Slide - 16



MENUTUP SKILLS GAP
POTENSI, TANTANGAN DAN KEBIJAKAN
SERTA PROGRAM KE DEPAN



MENUTUP SKILLS GAP: PELATIHAN KEAHLIAN YANG EFEKTIF 5

LIMA KOMPONEN PELATIHAN YANG EFEKTIF

&

Programs engage participants
and deliver the exact skills
required for each
profession. The model

: is immersive and
Instruction intensive. A focus on

is delivered in
many different
ways. In addition to
conventional in-person
classroom instruction,
online, video, and mobile
methods are all used.

Assessment is
done on a regular basis,
ensuring that problems are

identified and addressed.
Students must show
mastery of all

necessary

skills.

specialized
training modules
integrates technical,
behavioral, and

mind-set skills required
where on-the-job failure
is most likely to occur.

The majority of

the curriculum emphasizes
practical tasks. Approaches
include simulations

(physical and/or digital),
interactive animations,

and site

visits.

Sumber: McKinsey & Company (Feb 2017)
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LIMA PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KEAHLIAN

TENAGA KERJA

Menetapkan potensi lokal /wilayah dan
mengidentifikasi target profesi/keahlian;

Menginformasikan ke perusahaan/industri akan
pentingnya peningkatan kompetensi atau keahlian
pekerja, seperti meningkatnya produktivitas, kinerja
perusahaan, kecepatan promosi bagi tenaga kerjanya;
Melaksanakan metode pelatihan yang

komprehensif dan sesuai kebutuhan industri
(demand-driven), termasuk melaksanakan magang;

Melakukan assessment dan menyiapkan calon
peserta diklat sebelum memulai diklat (kompetensi
dasar yang harus dimiliki sebelum diklat);

Dilaksanakan secara terkoordinasi.
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Contoh Program i

Ilustrasi Sistem Dual VET di Jerman

Dua Dunia Dalam Satu Atap

= o
Dunia o SEKOLAH U(g Dunia Pendidikan

Profesional ég;;ﬁz ) VOKASI

"Dual" = 2 lokasi belajar

@ ’O 950/0 Lulusan

Perusahaan dM)\ Trainee Dual VET telah
\ memiliki
U | UJ pekerjaan
=
KAMAR DAGANG PEMERINTAH
& REKANAN (LOKAL,
O X@ SOSIAL = FEDERAL)

Mendefinisikan, mengawasi, dan Menyediakan Bingkai hukum, riset, dan

memantau proses in-company training Sumberdaya, mendelegasikan kewenangan kepada
Kamar Dagang dan rekanan sosial

. . Sumber: German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training, ‘Dual VET: Vocational Education and Training in Germany’.
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Apa yang diberikan oleh sistem P 4
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Kerangka Kerja Pelatihan Nasional AUSTRALIA B

Paket Pelatihan Kerangka Kerja Kualifikasi Australia

Menjamin mutu, konsistensi, Menjamin mutu dan portabilitas hasil

dan relevansi industri dengan pendidikan dan pelatihan
pelatihan

Kerangka Kerja VET Nasional

Menjamin mutu dan konsistensi, dan relevansi
industri dengan pelatihan

MUTU MENJADI KUNCI
Paket Pelatihan — melalui Dewan Keterampilan
Industri
Standar Penyedia
Mutu Penilaian
Otoritas Keterampilan dan Mutu Asutralia
Keseimbangan antara regulasi dan standar
yang mengapresiasi keunggulan

20



PENERAPAN SISTEM TVET INDONESIA

3 Permasalahan dalam pengembangan TVET:

A

4
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(1) Standar kompetensi, (2) Lembaga diklat dalam menerapkan program berbasis kompetensi, dan (3) pengakuan industri terhadap sertifikat kompetensi
menjadi faktor penting terhadap efektivitas sistem TVET nasional.

Pengalaman Jerman dan Australia dalam penerapan TVET

Regulator » Kebijakan TVET dikoordinasikan di tingkat
nasional

* Menempatkan dunia usaha sebagai unsur
penggerak utama (primemover).

» Kebijakan TVET dikoordinasikan di tingkat nasional
» Menempatkan dunia usaha sebagai unsur penggerak
utama (primemover).

= Kebijakan nasional TVET berada pada kementerian
pendidikan dan kebudayaan dan kementerian
ketenagakerjaan

* Peranan pemerintah dominan dan dunia usaha hanya
berfungsi sebagai unsur pelengkap (complementer)

Provider * Pola pembelajarannya dilakukan antara
sekolah kejuruan dan industri melalui dual
system.

* Penjaminan mutu dilakukan melalui
sertifikasi kompetensi oleh kamar dagang dan
industri.

» Sepenuhnya dilakukan di lembaga pendidikan
mengacu pada kualifikasi yang ditetapkan oleh
industri (industrial skills council).

* Penjaminan mutu melalui sertifikasi kompetensi
oleh lembaga pendidikan yang telah diregistrasi
selaku RTO (registered training organization)

= Di sekolah dan sebagian besar belum mengacu pada
kualifikasi yang ditetapkan industri

= Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga
sertifikasi profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP

Pendorong Keberhasilan sistem TVET dipengaruhi oleh
faktor pendorong yang kuat yaitu regulasi yang
bersifat “mandatory” dan sistem insentif
kepada dunia usaha

-

Untuk mengadopsi model Jerman, perlu waktu mengingat:

= Kegiatan ekonomi di Indonesia masih bertumpu
kepada ekonomi informal, industri kecil/mikro sulit
bisa menampung magang

* Industri sedang dan besar yang bisa menampung siswa
magang relatif kecil

Keberhasilan sistem TVET dipengaruhi oleh faktor
pendorong yang kuat yaitu regulasi yang bersifat
“mandatory” dan sistem insentif kepada dunia usaha

—

Untuk membentuk lembaga/dewan keahlian industri
seperti Australia saat ini belum memungkinkan.

Namun, Indonesia perlu memiliki lembaga yang kuat
sebagai perekat dalam satu sistem yang terintegrasi (mis.
penetapan standar). Hingga kini belum ada satu institusi
yang bisa mengkoordinasikan hingga tingkat daerah.

Regulasi tentang sistem TVET belum terintegrasi secara
nasional, meski landasan hukum tersedia (UU, PP, dan

Peraturan lain).

Yang dapat dilakukan dalam Jangka pendek:

= Mengajak Kadin/ asosiasi sektor menyusun
standar, dan melakukan evaluasi standar yang ada.

= Perbaikan tatakelola lembaga Diklat, perkuat
forum koordinasi, memperkenalkan model
pembelanjaran keahlian bersama industri. 21
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ARAHAN KEBIJAKAN MENGENAI PENDIDIKAN VOKASI xem;gé;w

. Penyusunan Roadmap Pengembangan SMK

. Peningkatkan jumlah dan kompetensi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (PTK) di SMK @ Program Sertifikasi Pendidik
dan Sertifikasi Keahlian Guru SMK/SMA

INPRES NO.
9/2016 tentang

-

-- Revitalisasi SMK o . :
Kebijakan K = 7 \|
kemudahan - dalam rangka 'o}\" i 4o APINDD
T Peningkatan o Rl L
pendirian lembaga 5 ® e N/
RISTEKDIKTI Kualitas dan KEMNAKER KADIN INDONESIA

]

pendidikan vokasi
Daya Saing SDM

Indonesia

]

1. Deklarasi Gerakan Pemagangan Nasional

]

1.Permenperin No. 3/2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengembangan SMK Berbasis

Kompetensi yang Link and Match dengan
Industri

2.Penandatanganan perjanjian kerja sama antara
49 perusahaan industri dgn 219 SMK di Jatim

2. Pengembangan SKKNI
3. Ujicoba 3R: Reorientasi, revitalisasi, rebranding

Dukungan Pemda: memperluas penjangkauan

* Kebijakan rekrutmen tenaga kerja satu pintu Bl Kab. Karawang

» Optimalisasi sistem informasi ketenagakerjaan, bursa kerja
Kota Surakarta
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SISTIM PELATIHAN KERJA NASIONAL (SISLATKERNAS) P 4
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* Berperan dalam menyelenggarakan program pelatihan
kerja yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan
berdasarkan SKKNI

* Harus didukung dengan sarpras yang memenuhi
persyaratan dan tenaga kepelatihan yang memenuhi

kualifikasi
Sertifikasi Profesi
Kemenaker ° BNSP
LEMBAGA DIKLAT e LSP:113

Kemdikbud
Ristek Dikti
Kemenperin
Kemperhub
KemPU
KemESDM
Kemenpar
KemKes
KemKKP
KemTan
BUMN

 TUK: 1.715

SKKNI SEKTOR SWASTA

« Berperan dalam membuat regulasi, membina, * Berperan dalam memberikan informasi kebutuhan
mendukung pendanaan, melakukan koordinasi tenaga kerja, mengembangkan standar kompetensi
dan evaluasi terkait sistem pelatihan kerja (SKKNI) dan kurikulum pelatihan, memberikan

kesempatan O]T dan pemagangan

PEMERINTAH
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POTENSI DAN PELUANG PENCIPTAAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN: x.mgmf
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Peningkatan Akses Dan Kualitas Lembaga Diklat
]

4 < :
Menunjukkan praktik baik Sislatkernas,

Regular dan massif - perlu LEMBAGA DIKLAT sebagai dan memiliki jurusan yang spesifik, dan
unsur penting dalam upaya kurikulum yang sejalan kebutuhan
peningkatan keterampilan kerja industri

12.659 SMK DINED Kemer.lterla.ln/
Lembaga Teknis Lainnya

Kemdikbud SIS Brallielis Balai Diklat
Akademi

diperkuat

Kemenperin, Kemenristek,
Kemenkeu, Kemenhub, KemenPU,
ESDM, Kemenpar, Kemenkes,

279 BLK Kementan, KKP, Kominfo, BUMN

Diklat milik industri

Kemnaker

Umumnya dimiliki industri besar




TANTANGAN

e SMK Rujukan hanya

I
13.2% dari total SMK
* 6.4% SMK rusak sedang
hingga rusak total
* Hanya 22.3% guru SMK
adalah guru produktif

LEMBAGA DIKLAT

* Hanya 20.7% BLK kondisinya baik

* Jumlah instruktur 2873 dari total
kebutuhan 7200 instruktur dan
hanya sekitar 36% instruktur yang
berpengalaman di bidang industri

» Sekitar 67% BLK belum menerima
peralatan baru sejak tahun 2000

* Program pelatihan belum sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja dan
produk unggulan wilayah

 Diklat K/L teknis terbatas

—

PEMERINTAH SEKTOR SWASTA

* Jumlah SKKNI yang sudah dikembangkan baru sekitar 650
* Masih sedikitnya jumlah perusahaan yang ikut dalam program pemagangan
* Belum adanya lembaga koordinasi pelatihan kerja (sesuai arahan PP No. 31 No. 2006)



A

D 4
ILUSTRASI

Pendidik

- Mempercepat sertifikasi guru produktif SMK
- Peningkatan kompetensi guru produktif melalui magang

- Pemanfaatan purna bakti industri sebagai tenaga pendidik
® O Infrastruktur
- Optimalisasi sarana prasarana dan alat praktek untuk SMK
— Kurikulum

- Berbasis SKKNI dan disusun bersama dengan industri

Siswa SMK SDC berlokasi - Presentasi praktek 60%
di SMK
Pemagangan Penempatan
di industri kerja

Pendidik
- Peningkatan kompetensi instruktur melalui magang di industri
- Pemanfaatan purna bakti industri sebagai tenaga pendidik

—

o Infrastruktur
Lulusan SMK- SDC berlokasi di - Optimalisasi sarana prasarana dan alat praktek untuk BLK
pencaker BLK/BDI/AK Kurikulum

- Berbasis SKKNI dan disusun bersama dengan industri



KONTEKS LOKAL >

Kementerian PPN/
Bappenas

KARAWANG SURAKARTA

TPT 11,51% dengan mayoritas penganggur

memiliki pendidikan SMA/SMK sebesar 43%. TPT relatif rendah (4.5%), dengan mayoritas
pengaggur memiliki kualifikasi lulusan SMK

Sektor unggulan adalah industri manufaktur, (38%).

pertanian dan pariwisata & perhotelan.

Namun jumlah diklat (SMK, LPK) yang Sektor penyerap tenaga kerja terbesar adalah

menawarkan pelatihan yang relevan sedikit unggulan tekstil & pakaian jadi dan

sekali bahkan bahkan tidak ada yang pariwisata& perhotelan. Namun kapasitas

menawarkan keahlian dalam bidang terkait lulusan pertahun SMK yang menawarkan

pertanian dan perkebunan. jurusan terkait adalah 325 (tekstil) dan 807
(pariwisata)

Pemanfaatan sarpras BLK belum separuh dari

kapasitas terpasang.

B

Penyelesaian masalah pendidikan dan pelatihan sesuai konteks lokal

Sumber: Tim Bappenas dan Kompak-DFAT



TERIMAKASIH



